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ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TERDAKWA DENGAN SKIZOFRENIA PARANOID

DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS NOMOR 108/Pid.B/2021lPn.Stb)

JANUAR RAHMAT SUSANDI

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang nrenderita garrgguan jiwa,
khususnya Skizofrenia paranoid (Studi Kasus Nomor 108/Pid.8/2021lPn.Stb) bahwa
penjatulran pidana terhadap Paisal yarrg rnenderita skizofrenia paranoid tidak sepenuhnya
selaras dengan prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggurrgjawaban pidana. Adanya
Bukti medis dan keterangan ahli nrenyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat,
sehingga relevan dengarr alasan pemaaf Pasal 44 KUHP. Narnun, hakim menjatuhkan
putusan pidana l3 tahun penjara terlalu berat bagi paisal yang menderita gangguan jiwa
berat Skizofrenia paranoid. Dalam hal ini putusan hakim tidak adil bagi terdakwa yang
mengalami gangguan jiwa. Pertimbangan Hakinr dalarr menjatuhkan putusan terhadap
terdakwa dengan Skizofrenia ParonoirJ dalanr perkara pembunuhan (Studi Kasus Nomor
108/Pid.B/2021lPn.Stb hakirn tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP
tanpa mengkaji secara mendalanr penerapan Pasal 44 KUHP, padahal terdapat bukti kuat
berupa lrasil pemeriksaan psikiatri yang nrenyatakan terdakwa mengalami skizo.frenia
paranoid berat, pertimbangan hakim lebih rnenitikberatkan pada aspek perilaku lahiriah
(ttctus reus), seperli rangkaian tindakan sebelunr dan sesudalr ke-jadian, tanpa menguji
secara memadai unsur kesalahan sLrbjektil'(men.s reu). Dalanr konteks ini, penerapan
Pasal 44 KUHP atau penrberiarr tindakan perawatan di rurnah sakit jiwa lebih
mencenninkan prinsip rehabilitatif dan perlindungan terhadap pelakr"r dengan gangguan
jiwa, selringga keadilatt substantif dapat terwujud secara lebih manusiawi dan tepat.
Dalam hal ini putusan hakinr tidak nrerrcerrlirrkan keadilarr bagi terdakwa yang
rnengalam i garrgguan j iwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Skizo.frenin porunoid, Pasal 44 KUHP,
Putusan Nomor 108/Pid.B/202 1/PN Stabat.

IX



ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATION IN SENTENCING
A DEFENDANT WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA

IN A MURDER CASE
(A Case Study of Decisiott Number 108/Pid.B/202L/PN Stabat)

JANUAR RAHMAT SUSANDI

Criminal liabitity for perytetrutors of criminal acts suffering from mental disorders,

particularly paranoid schizophreniu (Case Study Number 11B/Pid.B/2021/Pn.Stb) states

that the sentence against Puisal, u,ho suffersfroru paranoid schizophrenia, does nolfully
contplyu,ith the principle of .fault as a basis.for criminal responsibility. The existence of
ntedical evidence and expert testitrtonlt indicates that the defendant suffersfrom a serious

mental disorder, thu.s relevartl lo lhe ground.s.for pardon under Article 44 of the Crininol
Code. Hou,erter, the I 3-yeetr sentence imposed by the judge is too harsh for Paisal, u,ho

suffersfrom a seriou.s menterl di.sorder in lheJbrnt of paranoid schizophrenia.In this case,

the judge's decision is unfair tct the defenclanl who suffers from a mental disorder. The

judge's considerations in .sentencing a deJbndant v,ilh paranoid schizophrenia in a
murder case (Case Stucly Number l0B/Pid.B/2021/Pn.Stb) show that the judge still
intposed a sentence based on Article 338 of lhe Criminal Code withoul thoroughly
exontining the opplication o/'Article 11 oJ the Criminal Code, despite strong evidence in

the form of psychiatric exuntination results .stcrtirtg that the defendant sufferedfrom severe

paranoiel schizophreniu. The judge's considerations focused ntore on ospects of oulu,ard
behavior (actus reus),,such tt.s u serie,s oJ'uctions before and after the incident, vvithout

adequately examining the elcnrcnl of subjec'lit,e culpability (mens rea). In this conlexl, lhe

application of Article 41 o./ the Criminal Cocle or the provision of lreatntenl in a mental

hospitul beiler reflects the princ'iple.s of rehuhilitcrtion and proteclion for perpelralors
u,ith mental clisortler.s. .\o thut .subslantive.iuslice can be realized in a nnre humone and
appropriale monner. In thi.s ctt.se, the jutlge's tlec:ision doe.s not reflect jtrslice Jbr the

clefendant u,ith u menlul di.sorder.

KEYWORDS: Criminul liuhility, Parunoid schizophrenia, Article 44 of the Indonesian
Criminal Code, Decision Numher I 08/Pid.B/2021/PN Stobnt.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sistem hukum pidana, pembunuhan ditempatkan sebagai salah 

satu bentuk kejahatan paling berat karena menyasar terhadap hak untuk hidup. 

Kehilangan nyawa akibat perbuatan manusia tidak hanya meninggalkan 

penderitaan mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan 

ketakutan, kemarahan, serta keresahan yang dapat mengganggu rasa aman dan 

ketertiban di tengah masyarakat. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa. Oleh 

karena itu, negara memberikan perhatian besar terhadap tindak pidana ini 

dengan menetapkan sanksi yang tinggi dalam KUHP, baik untuk pembunuhan 

biasa maupun untuk pembunuhan yang disertai perencanaan. Beratnya 

ancaman pemidanaan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam 

melindungi hak hidup setiap warga negara serta memastikan bahwa perbuatan 

yang menghilangkan nyawa secara melawan hukum ditindak dengan tegas 

demi menjaga rasa keadilan dan ketertiban publik. Kasus pembunuhan yang 

terus muncul di masyarakat menunjukkan bahwa kekerasan hingga 

menghilangkan nyawa masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian 

serius dari aparat penegak hukum maupun kalangan akademik. Secara prinsip, 

pembunuhan merupakan tindakan individu yang bertanggung jawab atas 

kematian orang lain, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara 



2 

 

  

 

sengaja ataupun karena tidak sengaja.
1
 Beratnya ancaman pidana 

menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius 

yang harus ditangani secara tegas demi melindungi kehidupan manusia dan 

menjaga rasa keadilan di masyarakat. 

Pertanggungjawaban pidana menjadi persoalan ketika pelaku tindak 

pidana diketahui mengidap gangguan jiwa seperti skizofrenia paranoid. 

Skizofrenia paranoid Gangguan yang dapat memengaruhi kesadaran, 

halusinasi, delusi serta kendali terhadap perilaku, sehingga unsur kesalahan 

sebagai dasar pemidanaan sering kali dipertanyakan.
2
 Dalam banyak kasus, 

pelaku mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa 

memahami akibatnya atau tanpa kemampuan mengendalikan diri. Oleh karena 

itu, aparat penegak hukum perlu menilai kondisi kejiwaan pelaku secara 

cermat melalui pemeriksaan psikiatri untuk menentukan apakah dia layak 

dimintai pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, proses pembuktian juga 

harus hati-hati agar alasan gangguan jiwa tidak disalahgunakan sebagai 

tameng untuk menghindari hukuman. 

Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP pada hakikatnya, individu yang 

melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak waras memperoleh 

perlakuan khusus menurut ketentuan hukum. Ketentuan ini menegaskan 

bahwa orang yang perbuatannya dilakukan karena jiwanya terganggu atau 

                                                 
1
 Dian Karisma, dan Maulana Fahmi Idris, Hukum Pidana Jilid 2 (Semarang: Yayasan 

Prima Agus Teknik), 2024, hlm. 2 
2
 Nada Julianti Putri, dan Yusuf Hidayat, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku 

Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT),” 

UNES Law Review Vol. 6, No. 4 (2024), hlm. 12431, Diakses Melalui https://review-

unes.com/index.php/law/article/view/2210. 
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karena cacat dalam perkembangan mentalnya, sehingga tidak mampu 

menyadari sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikannya, tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3
 Dalam situasi seperti itu, hakim 

tidak menjatuhkan pidana, tetapi dapat memerintahkan pelaku untuk 

ditempatkan di rumah sakit jiwa atau institusi lain yang sesuai. Pengaturan ini 

menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui pentingnya kondisi 

psikologis pelaku sebagai dasar penilaian kesalahan, sehingga seseorang tidak 

dipidana jika secara mental tidak mampu memahami atau mengendalikan 

tindakannya pada saat perbuatan dilakukan. 

Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang terbukti mengalami 

gangguan jiwa otomatis dibebaskan dari tuntutan pidana. Banyak kasus 

menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan sejauh mana gangguan 

tersebut memengaruhi kesadaran dan kemampuan pelaku dalam 

mengendalikan tindakan pada saat perbuatan terjadi. Jika pelaku masih 

dipandang mampu memahami akibat perbuatannya atau gangguan mentalnya 

tidak berada pada tahap yang menghilangkan kesadaran, ia tetap dapat dijatuhi 

hukuman tanpa melihat pelaku yang menderita gangguan jiwa. Selain itu, 

tidak jarang penilaian mengenai kondisi kejiwaan baru dilakukan setelah 

proses hukum berjalan, sehingga status pelaku sebagai penderita gangguan 

jiwa sering kali diperdebatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

dalil ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan kejiwaan tidak 

                                                 
3
 Burham Pranawa, et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang 

Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian,” Jurnal Bedah Hukum 

Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 168, Diakses Melalui 

https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/1144. 
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dapat diterapkan secara absolut. melainkan sangat bergantung pada hasil 

pemeriksaan psikiater, pembuktian di persidangan, dan keyakinan hakim.
4
 

Salah satu contoh menarik dalam praktik peradilan dapat dilihat dari 

Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb. Dalam kasus tersebut, 

terdakwanya diketahui mengidap skizofrenia paranoid berdasarkan hasil 

pemeriksaan medis. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan 

pidana penjara. Pertimbangan pengadilan menunjukkan bahwa gangguan jiwa 

yang dialami terdakwa dinilai tidak sepenuhnya menghilangkan kesadaran 

atau kemampuan mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana terjadi. 

Situasi ini menggambarkan bahwa keberadaan diagnosis psikiater dapat 

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai dasar 

untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.
5
 Sebaliknya, 

kondisi mental pelaku tetap diuji dari segi waktu, tingkat keparahan, serta 

akibat dari perbuatan yang dilakukan. 

Mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana 

putusan tersebut selaras dengan asas dasar hukum pidana, yaitu prinsip geen 

straf zonder schuld berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban 

pidana. Penting dibedakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sama 

                                                 
4
 Triana Ohoiwutun, et al., “Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam 

Perspektif Tujuan Pemidanaan,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 

79, Diakses Melalui https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6111. 
5
 Srikandi Wahyuning Tyas, dan Diana Lukitasari Srikandi Wahyuning Tyas, 

“Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

MalangNomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG) Srikandi,” Paper Knowledge . Toward a Media History 

of Documents 6, no. 1 (2017): 123–41. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47723. 
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dengan perbuatan pidana, perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana 

jika perbuatan tersebut dilarang dan disertai ancaman hukuman, sedangkan 

pertanggungjawaban menentukan apakah pelakunya layak dipidana atas 

perbuatan tersebut.
6
 Melalui analisis atas alasan yang digunakan hakim, dapat 

dilihat apakah kondisi kejiwaan terdakwa benar-benar diperhitungkan dalam 

menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Selain itu, kajian terhadap putusan ini juga penting untuk 

mengevaluasi apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan 

pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan 

pencegahan tindak pidana, bukan sekadar pembalasan. Dengan demikian, 

pengkajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi 

penting untuk melihat keterkaitan yang seimbang antara pertanggungjawaban 

pidana dan tindakan yang telah diperbuat dengan memperhatikan kondisi 

kejiwaan terdakwa. 

Penelitian terhadap putusan hakim dalam perkara terdakwa yang 

mengidap skizofrenia paranoid menjadi penting baik dari sisi akademis 

maupun yuridis. Dari sudut pandang ilmiah, kajian ini dapat memperkaya 

pemahaman mengenai hubungan antara gangguan kejiwaan dan konsep 

pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan” serta penerapan Pasal 44 KUHP. Penelitian ini juga membuka 

ruang evaluasi terhadap konsistensi teori dengan praktik peradilan. Sedangkan 

                                                 
6
 Nafiatul Munawaroh, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), 

Hukum Online, 21 Mei 2024, Diakses Melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-

pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/ Pada Tanggal 5 Oktober 2025 

Pukul 19:54. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/
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dari aspek hukum praktis, kajian terhadap Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb butuh dikaji lebih lanjut dikarenakan bertentangan 

dengan Pasal 44 KUHP untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan 

kondisi psikis terdakwa ketika menjatuhkan hukuman penjara. penelitian ini 

diharapkan tidak hanya menggambarkan pelaksanaan hukum positif saja, 

tetapi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam 

menangani perkara serupa, agar perlindungan terhadap penderita gangguan 

jiwa tetap sesuai dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti mengkaji putusan dengan judul  “Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dengan Skizofrenia 

Paranoid Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”. 

B. Rumusan Masalah 

Menimbang penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

yang menderita gangguan jiwa, khususnya Skizofrenia paranoid (Studi 

Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)? 
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2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

terdakwa dengan Skizofrenia Paranoid dalam perkara pembunuhan (Studi 

Kasus Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian ini berpusat pada proses penelusuran 

“Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan 

Skizofrenia Paranoid dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”. Kajian utama pada hukum pidana tetap membuka 

ruang bagi aspek lain yang memiliki keterkaitan. 

D.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Penelitian ini  untuk menganalisis secara kritis mekanisme 

penentuan pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana 

Indonesia bagi pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa, 

dengan penekanan khusus pada kondisi skizofrenia paranoid. 

b. Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri dan menilai alasan serta 

dasar pemikiran hakim ketika menjatuhkan pidana penjara kepada 

terdakwa yang didiagnosis skizofrenia paranoid dari Putusan 

Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam 

studi hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan konsep 

pertanggungjawaban pelaku kejahatan serta penerapan alasan 

penghapus pidana bagi individu yang mengalami gangguan 

kejiwaan. 

b. praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak 

hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga penasihat hukum 

dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku dengan 

gangguan jiwa. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan bisa 

memberikan wawasan yang mendalam bagi kalangan akademik 

dan masyarakat mengenai bagaimana Pasal 44 KUHP diterapkan 

dalam praktik peradilan. 

E. Kerangka Konsepsual 

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan keterkaitan antar definisi 

pokok yang menjadi dasar kajian, sehingga arah penelitian lebih jelas. Definisi 

yang dimaksud merujuk pada konsep-konsep utama yang relevan terhadap 

permasalahan yang dikaji. Definisi yang dimaksud adalah: 

1. Pertimbangan Hakim 

Hakim merupakan pejabat hukum negara yang memiliki 

kewenangan mengadili berdasarkan aturan perundang-undangan.
7
 

                                                 
7
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal (1) Ayat 8. 
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Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 

memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,  

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang. 

2. Terdakwa 

Terdakwa merupakan seseorang yang sebelumnya berstatus 

sebagai tersangka, kemudian diajukan ke pengadilan untuk dituntut, 

diperiksa, dan diadili.
8
 Dalam hukum, istilah dakwa merujuk pada 

suatu tuduhan, sedangkan mendakwa berarti melakukan tindakan 

penuduhan.
9
 

3. Skizofrenia 

Kata schizophrenia dikenalkan pada tahun 1908 oleh psikiater 

Swiss, yaitu Eugen Bleuler, berasal dari kata Yunani skhizo (split) 

artinya terbelah dan phren (mind) artinya pikiran.
10

 Skizofrenia 

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan 

jiwa berat yang ditandai oleh adanya perubahan pada fungsi kognitif, 

pola pikir, emosi, serta perilaku. Pada umumnya, tingkat kesadaran 

dan kemampuan intelektual penderita masih tetap terjaga, meskipun 

                                                 
8
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (15). 

9
 R. Rahaditya, Hukum Acara Pidana (Malang: Literasi Nusantara Abadi) 2024, hlm. 31. 

10
 Mamnuah, et.al, Instrumen Recovery Pasien Skizofrenia Komunitas (Jakarta barat: 

Nuansa Fajar Cemerlang) 2025, hlm. 6. 
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dalam beberapa kasus dapat muncul defisit kognitif pada tahap 

perkembangan selanjutnya.
11

 

4. Petanggung Jawaban Pidana 

S.R. Sianturi  menjelaskan bahwa dalam terminologi bahasa 

asing, istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan 

toerekenbaarheid, criminal liability, atau criminal responsibility. 

Selanjutnya, menurut Sianturi, konsep pertanggungjawaban pidana 

pada dasarnya bertujuan  apakah seorang terdakwa bisa dibebankan 

tanggung jawab kejahatan (crime) yang berlangsung atau tidak.
12

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai landasan 

bagi penelitian ini. Untuk itu, tabel di bawah menyajikan ringkasan temuan 

penelitian terdahulu. 

Table 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 

No Nama Peneliti Judul Dan Tahun Temuan Penelitian 

1. Jurnal:  A'thi 

Rizqi Mahbubah, 

Gelar Ali Ahmad 

 

Studi Putusan 

Nomor 

288/Pid.B/2020/P

N Pms Tentang 

Pertanggungjawaba

n Pidana Pelaku 

Tindak Pidana 

Pembunuhan Yang 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

meskipun terdakwa  

skizofrenia, hakim tetap 

menjatuhkan pidana 

penjara. Gangguan 

kejiwaan tidak 

dijadikan dasar 

penghapusan 

                                                 
11

 Bunga Permata Wenny, Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Psychiatric Mental 

Health Nursing (Padang: Eureka Media Aksara) 2023, hlm. 1. 
12

 Aksi Sinurat, Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia (Kupang: Lembaga 

Penelitian Universitas Nusa Cendana), 2023,  hlm. 179-180. 
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Mengidap 

Skizofrenia. Tahun 

2023 

pertanggungjawaban 

pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 44 

KUHP, melainkan 

hanya dianggap sebagai 

faktor yang 

meringankan. Hakim 

menilai terdakwa masih 

mampu memahami 

perbuatannya, sehingga 

unsur kesalahan tetap 

terpenuhi. 

2. Jurnal: Faza 

Nazilah Daulay, 

Adi Mansar 

Politik Hukum 

Pidana Bagi Pelaku 

Pembunuhan Yang 

Mengidap Sakit 

Jiwa Skizofrenia 

(Studi Putusan 

Nomor 

144/Pid.B/2014/P

N.CJ). Tahun 2023 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

gangguan jiwa tidak 

otomatis menghapus 

pertanggungjawaban 

pidana, karena hakim 

tetap menilai 

kemampuan pelaku 

dalam menyadari dan 

mengendalikan 

tindakannya. Dalam 

kasus ini, hakim 

menilai terdakwa tidak 

sepenuhnya sadar saat 

peristiwa terjadi, 

sehingga dia tidak 

dijatuhi pidana penjara, 

melainkan 

diperintahkan 

menjalani perawatan di 

rumah sakit jiwa. 

3. Jurnal: Dwi 

Arofatur Rizq, 

Faisol, Hisbul 

Luthfi 

Ashsyarofi 

Pertanggungjawaba

n Pidana Pengidap 

Skizofrenia Sebagai 

Pelaku 

Pembunuhan 

Dalam Perspektif 

Kriminologi. 

Tahun 2023 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

pelaku pembunuhan 

yang mengidap 

skizofrenia tidak dapat 

dimintai 

pertanggungjawaban 

pidana karena 

gangguan jiwanya 

menghilangkan 

kemampuan memahami 

dan mengendalikan 
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perbuatan. Berdasarkan 

Pasal 44 KUHP dan 

UU Kesehatan Jiwa, 

pengidap skizofrenia 

berhak mendapat 

perlindungan dan 

perawatan, bukan 

hukuman pidana. 

Pendekatan kriminologi 

melalui teori 

psikoanalisis 

menegaskan bahwa 

tindakannya 

dipengaruhi kondisi 

psikis, sehingga 

penanganan yang tepat 

adalah rehabilitasi di 

rumah sakit jiwa. 

 

Studi-studi terdahulu menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan, yaitu :  

1. Penelitian pada bagian kolom pertama. Membahas tentang perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh penderita 

gangguan jiwa skizofrenia, dengan pertimbangan hakim memberi 

vonis 13 tahun penjara. 

2. Penelitian pada bagian kolom kedua. Membahas  tentang  perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh penderita 

gangguan jiwa skizofrenia, dengan pertimbangan hakim yang 

memberikan rehabilitasi yaitu perawatan di rumah sakit jiwa. 
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3. Penelitian pada bagian kolom ketiga. Membahas tentang pelaku 

pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia dalam 

perspektif kriminologi. 

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai 

Analisis Putusan terhadap (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb) 

peneliti melakukan analisis terhadap pengaturan hukum serta pertimbangan 

hakim dalam menangani pelaku pembunuhan yang menderita gangguan jiwa 

skizofrenia paranoid. 

G. Metode Penelitian 

Metodologi atau metode penelitian ini pada dasarnya merupakan 

serangkaian langkah ilmiah yang dirancang serta diterapkan secara terstruktur 

untuk mengkaji, meneliti, dan mengungkap suatu persoalan secara mendetail, 

teliti, dan akurat sesuai dengan aturan ilmiah. Proses tersebut meliputi 

beberapa tahapan penting, yakni pengumpulan data yang relevan, pengolahan 

dan pengaturan informasi yang diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan analisis menggunakan pendekatan tertentu, hingga sampai pada tahap 

penarikan kesimpulan yang bersifat logis, rasional, dan objektif. Seluruh 

rangkaian kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi terhadap 

suatu permasalahan, membuktikan yang diajukan, serta menghasilkan 

pengetahuan baru yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan sekaligus penerapannya secara praktis dalam kehidupan. 
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1. Jenis Penelitian 

Studi ini menerapkan penelitian hukum normatif. Istilah tersebut 

dikenal normative legal research dan bahasa Belanda sebagai 

normatief juridisch onderzoek.
13

 Berfokus mengenai pendekatan 

perundang-undangan, asas-asas , dan doktrin tentang tanggung jawab 

pidana bagi terdakwa yang menderita gangguan jiwa. Untuk 

memperkuat kajian tersebut, digunakan pula pendekatan kasus (case 

approach), yaitu dengan melakukan penelitian Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb sebagai contoh konkret penerapan hukumnya 

dalam praktik peradilan.  

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu: 

1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa. 

4) Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Pn.Stb. 

                                                 
13

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press) 2020,  

hlm. 45. 
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b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang berfungsi 

memberikan keterangan mengenai bahan hukum utama, antara lain 

berupa buku, literatur, dan penelitian dalam jurnal maupun sumber 

dari internet, serta pendapat para ahli hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pendekatan utama  penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, 

yang memanfaatkan berbagai bahan tertulis, termasuk literatur, 

peraturan hukum, serta putusan hakim. 

4. Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu 

dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada dan 

menghubungkannya dengan informasi yang ada  di putusan 

pengadilan. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 

108/Pid.B/2021/Pn.Stb dijadikan kajian utama untuk melihat 

bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap terdakwa 

yang didiagnosis skizofrenia paranoid. Melalui pendekatan ini, 

pertimbangan hakim, keterangan ahli, serta dasar hukum yang 

digunakan dianalisis secara mendalam untuk menilai kesesuaiannya 

dengan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya terkait kemampuan 

pertanggungjawaban pelaku. 
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